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Lampiran

Transkrip Wawancara dengan Andi S Pulaweng, S.H., M.Kn (Majelis

Pengawas Daerah) tanggal 12 Agustus 2024

Saya, Rossa Nur Islami ingin menwawancarai Ibu selaku MPD, terkait
penelitian Tesis saya yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Praktik
Pembuatan Akta Notaris yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara

Penulisan Dalam UUJN

Jawab: tapi kan tidak mengurangi sebenarnya, cuman penyegaraman sjaa,
tidak mengurangi eksitensi pada akta itu nah yg sebenarnya di akta itu
eksistensi akta itu ada di kepalanya, sama badannya, isinya premisnya, apa
tujuannya akta ini untuk apa akta ini di buat. Karena berbedaki tempat
magang, berbeda tempat belajar yakan. Kan beda2 tempat magang tidak
ada penyegaraman itu, ada yg tgl dulu ada yg hari ini ada yang pada pukul
ini, nah itumi yg sebenarnya selalu mau dibuatkan sosialisasinya untuk

segera dibuatkan penyegaraman terhadap penulisan akta itu

Terus kalau saya baca ada putusan yang aktanya dibatalkan karena

tidak ada nomor akta

Jawab: kalau tidak ada nomor akta, berarti dia merupakan hanya kertas

biasa, tidak ada muatan hukum di dalamnya, sahnya itu akta saat di nomori

Berarti kalau muatannya termuat semuanya, tidak terdegradasi

menjadi akta di bawah tangan?

Jawab: tidak bisa akta di bawah tangan sayang, kepala aktanya ada tapi
dia tidak dinomori, berarti secara hukum dia hanya merupkan kertas biasa

ja. tidak ada kekuatan hukum tidak ada kekuatan pembuktian yang
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Maksud saya bu itu yang muatannya seperti jam dan hari yang
berbeda

Selama ini tidak adaji masalah mengenai, itumi yg sy bilang tidak adaji,
karena itumi biasanya dimana ini org magang, yakan ini karena kebisaan
magannya ini, kan kalau ditemptku pukul dulu dan kemudian tidak
membatalkan akta ini menjadi akta dibawah tangan, tidak karena sudah
memuat ada hari afa tanggal ada jam, ada itu smua, sama dengan umpama
komparisi, samakan umpama nama kemudian tabalek balek ini ada yg
pekerjaan dulu kemudian ada yg alamat dulu bgitu, tpi tidak menurunkan
eksitensi dari akta itu dan kemudian dibatalkan kah, tapi ini adalah sistem

keseragaman
Berarti tidak masalah? Yang penting mutannya telah terpenuhi bu?

Jawab: iya kalau menurut say nah, untuk ini tidak bermasalah, yang penting

itu semua ada tgl ada jam ada hari, begitu
Berarti belum ada akta notaris yang ditegur karena seperti itu bu?

Jawab:ee ada beberapa sih kemarin temuan itu, tapi hanya kita sampaikan

sebaiknya mengikuti UUJN
Berarti itu bukan hal yang menjadi masalah bu?

Jawab: secara hukum tidak adaji, kecuali kalau umpama dia ttd akta hari ini
kemudian dia tanggali besok dia tanggali kemarin, selama para pihak bisa
membuktikan bahwa pada hari itu dia tidak ada di tempat ,nah itu bisa jadi
masalah, tapi kalau masalah pukul hari, yang selalu terbalek itu pukul hari.
Kalau tidak ada pukulnya di kepala akta, tidak bisa. Itukan belum terjadi
masalah tapi selama belum ada, tidak ada masalah, tapi kalau terjadi
masalah itukan bisa jadi persoalan hukum, akibat hukum, kalau sampai

1 jam mulainya.

au semisal para pihak ada masalah dengan aktanya mereka

" ke siapaibu?
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Jawab: ke MPD, ke MKN

Berarti bu selama ini kalau ada ditemukan akta seperti itu, ibu cuman

kasi teguran?

Jawab: ditegur, kenapa ini tidak ada, untuk diperbaiki. lya semua itukan,
notaris ini banyak sekali organnya, MPD, DKD iyakan terus apa lagi satu.
Kalau MPD itu masalah UUJN, kalau dewan kehormatan itu masalah kode
etik, jadi kalau MPD itu kalau ada masalah laporan masyarkat, kalau dkd itu
apa yang dia liat, misalnya dia jalan itu kenapa papan petunjukkan pakai
nama, itukan tidak bisa ya dia menyurat harus diperbaiki karna kan papan

petunjuk tidak boleh pakai nama

Jawab: Nah itu karena akibat hukum dari penulisan itu tidak ada, coba liat
putusan hakim, belum ada persoalan seperti itu, yang ada itu kalua hari dan

jam tidak disertakan

Jawab: kalau ttd para pihak tidak lengkap maka notaris tidak boleh
menomori itu akta yakan, kalau belum di nomori itu akta dan kemudian ada
yg keberatan, semisal semua sudah ttd dan ada yg keberatan tpi belim di
nomori ya itu belum dikatakan akta, sempurnanya akta itu apabila sudah di

nomori dan di ttd oleh notaris
(((( lagi Baca putusan yg di bali))))

Jawab: kelalian, eem anu jadi ini ppjonya bukan tidak di nomori, belum di
nomori ini coba baca na tentang jabatan notaris dengan segera memberi
nomor dan tanggal pada akta perjanjian jual beli dan akta kuasa menjual
sehinga salinan akta ppj dan salinan akta jual beli kuasa menjual atas

masing2 bidang agar segera diterbitkan.

jutusan itu, notaris tidak menomori akta
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Jawab: lya, jadi dia belum memnag menomori, bukan ap alasannya dia nda

mau nomori di’.

Jawab: Pihak pertama pembeli menandatangani ppjb lunas drngan akta

kuasa menjual

Jawab: Eeem jadi begini ada ppjb yakan di ttd oleh para pihak, didalamnya
itu ada ee ini ppjb lunas, terus ada kuasa menjual, kuasa menjual ini bisa
ee karnna ppjb lunas dia bisa, kuasa ini bisa berlaku untuk dirinya sendiri
yakan, bukan karena dia tidak mengikuti uujn, bukan karena akta itu keluar
salinan tanpa ada ee nomor dan tgl bukan, karena memang dia tidak
melaksanakan ini kewajibannya ee karna ada permintaan dari pihak penjual
untuk menunda dulu ee aa itu baca ki anunya dulu toh, jadi bukan aktanya
memang ee apa banhasanya itu di’ penjualnya pihak penjualnya yg minta
di tunda, jadi keberpihakan dari notaris, bukan ee bukan notaris membuat
kelalain ini akta dikeluarkan tanpa penomoran dan penanggalan. Kenapa
ini bermasalah karena pada saat para pihak meminta salinan, notaris tidak
kasih karena dia belum beri tanggal dan belum nomori dia belum kasih
tanggal belim, karena itumi disitu keberatanmi pihak pembelinya, makanya
falam putusannya diminta notaris segera menomori dan memberi tanggal
lalu memberikan salinan, nah itu kiat bacaki putusannya, pembeli
menggugat karena kenapa ini tidak terproses karena kan ppjb lunas itu kan
tidak melibatkan lagi pwnjual, karena bgitu di putuskan sy kunasi ini berarti
itu hubungan antara penjual dan pembeli sudah tidak ada lagi yakan, sisa

bitaris melaksanakan.

Jawab: pada saat itu notaris kenapa bikin ppjb kan ada banyak alasan
yakan misalnya pajaknya blm terbayar, sertifikat masih sementara
pengecekan, atau sementara pemacahan, kan bgitu macam?2.

renalannya bukan karena notaris khilaf, tpi ppjb itu tidak di jalankan, tidak

n dengan menandatangani akta jual beli bgitu. Jadi kau ulas dulu

yg ada di uujn, terus aturannya barus begini2 terus trnyata ee
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dilapangan bagaimana, nah itu tidak menimbulkan masalah, smpai

sekarang blm ada itu ee tetapi secara uu kan harus, karena uu, bgitu toh

Jawab: begini kenapa pada saat telah para pihak menandatangi akta,
kenapa pada saat itu harus langsung di nomori aa, itu Kewajiban dari
notaris adalah melakukan penomoran pada saat para pihak
menandatangani, itu bisa masuk dalam pembahasanmu, karena apa
karena usia umur kita tidak ada yang tau yakan, pada saat dia sudah ttd,
baru dia keluar dia mati nah belum kau nomori, Nah ke 2 lagi pada saat
menandatangi akta, berarti ke 2 belah pihak sudah mengetahui dan
menerima hak apa bila didalm akta itu ada hakdan kewajibannya berarti
kedua belaj pihak masing2 puhak sudah memebuhi berarti pada saat di ttd
notaris eajib melakukan penomoran, begitu dia minta bomor berarti diaitu

harus mencantumkan hari pukul tgl

Jawab:AkibT hukumnya harus kau cari, akibat hukum apa bila tidak
tercantum itu hari tgl nomor, cerita mko disittu Panjang-panjang, Kenapa

terjadi penulisan yang tidak seragam iyakan, baru uujn ji sebagai pedoman
Kalau ada notaris yg tidak sesuai bagaimana ibu selaku mpd

Jawab: kita tegur minta perbaiki, mpd itu kan kalau memeriksa sesuai uujn,
kalau nda sesuai uujn kan tiap tahun itu kt periksa, jadi apa yg jdi temuan
ini kalau terjadi lagi ya kita jadikan teguran tertulis kalau fatalmi ya

penilainnya
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Transkrip Interview Rossa Nur Islami dengan notaris, Sahabuddin
Nur, pada tanggal 30 Juli 2024

saya kan menulis tentang ini pak pilihan hukum terhadap praktik
pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan tata cara penulisan
dalam UUJN, tidak sesuai dengan tata cara penulisan dalam UUJN pak
jadikan di pasal 38 UUJN itukan ada strukitaurnya yang memuat

semisal jam dulu tanggal kan ada beberapa notaris
Jawab: oh iya iya
bagaimana menurut ta itu pak diaturan itu apa, di aturan itu kan

Jawab: tidak ada yang duluanki jam atau duluan ada biasakaan begitu nanti
si kalo setau saya ini saya kerja tidak terlalu anumi juga e itu sesuaiki
dengan ee yang penting ada menunjukkan harinya sama jamnya iya kalo
saya si biasanya hari duluan hari baru jam dulu sempat begitu juga jam dulu

baru hari tapi kalo nd salah sempat ja dulukan hari baru jam
berarti yang penting ada muatannya didalam di pak termuat

Jawab: iya karena secara anukan sebenarnya samaji kalo secara itunya to

hari jam apa kan sama ji kalo dibalik pukul hari

tapi berarti kalo menurut ta dari perbedaannya itu tidak masalahji pak
Jawab: perbedaannya

iye dalam undang-undang

Jawab: kalo saya secara substansinya tidak ji karena kan tujuannya samaji
to iya saya itu anu kurang update itu biasanya itu ada updatenya kalo ada
kesepakatannya begitu ada kajian dari ee dari misalnya akademis atau

prakitaisi bahwa yang sebaiknya metidakhulukan hari atau jam

'nya kemarin bingung to pak banyak yang menolak tapi yang

< itu prof anwar jadi beliau bilang e yakan pedoman itu udang

J jabatan notaris,
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Jawab: ya betul
kalo kita tidak menjadikan itu pedoman berartikan salahmi nah cuman

Jawab: ya

Uujn kan ada muatannya tersusunkk, jadi maunya prof anwar itu

menjadi acuan dalam penulisan akitaa, haruski di sesuaikan
Jawab: ya betul betul

Cuman ada slaah satu notaris menolak, ada dalam suatu kongres itu

yang menyebut kalau tidak masalhji itu yang penting muatannya ada

Jawab: nah memang, itu tidak saya blg yang penting menjelaskan harinya
sama ee jambya jelaski toh bahwa hari ini jamberapa, saya tidak trlalu anu
dalam uujn, ada tidak yang menjelaskan bahwa aturnnya mana yang

metidakhulukan jam atau hari
Di pasal 38nya itu pak
Jawab: bisa dibuka

Kalau saya pakai pada hari ini dlu, ya kenapa kita ya itumi, notaris yang blg
karena ada kajian akademisi prakitaisi yang menganggap bahwa kalau
lebih dulian harinya dari pukulnya istilahnya lebih aman but botaris, mungkin
bgitu maksudnya ya atau ada pertimbangan lain, saya kurang mengerti
maksudnya kurang paham karena itu hari tidak ikutka kongresnya, jadi
bisajadi ee di uujn kan memang mungkin pada saat itu blm terpikirkan
wakitau dirumuskan itu bim sampai memikirkan hal2 seperti itu, dia cuman
memikirkan jam hari di urutkan sesuai dengan .. tpi dalam pelaksanannya
memang ya bgitu kita harus, kita harus menyebutkan harinya dlu baru
ya ini mungkin berkaitan dengan prakitaernya itu kadang trjadi

mungkin kalau di sebutkan dlu jamnya. Itu mungkin jadi salah satu
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masalah mungkin, kalau saya dua2nya sih menurut saya tidak ada masalah

baik dluan jamnya maupun duluan harinya
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Transkrip wawancara Rossa Nur Islami dengan Notaris Liong
Rahman Pada Tanggal 15 Juli 2024

Saya ingin mewawancari bapak terkait penelitian tesis saya yang
berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Pembuatan Akta Notaris

yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Penulisan Dalam UUJN
Jawab: tata cara penulisan yang mana kau maksud
Pasal 38 pak, mengenai urutannya

Jawab: kalau saya ya, kalau saya, dulu sebeum adamya itu uu no 30
kemudian di ubah uu no 2, itu memang simpang siurki itu penulisan begitu,
tapi setelah saya praktek, saya kemudian itu memahami bahwa itu untuk
menentukan alibi ketika terjadi suatu masalah pada saat yang sama
misalnya, pada saat kita sebut ee pada hari ini, kan bisa sama2 harinya,
hari senin misalnya. tapi aktanya itu tidak mungkin sama semua, ya jadi kita
sebut misalnya ee pada pukul dulu ya toh, pada pukul atau jam sekian hari
ini ya toh, dilakukan dan seterusnya seperti itu kan, ada juga yang menulis
pda hari ini baru jambya baru tglnya, padahal sebenarnya itu kan yang
memulai dulu itu pukulnya yang bagus karena itu menentukan juga yang
kita catat di reportorium dalam buku akta itu, biasa lompat lomptki. itu saja
kadang, kadang kuga ee apa namanya, biasa kita biasa memperbaiki itu
anu itu kepencatatan karena tidak anunya, tidak kalau kadang banyak mi
misal di kantor ini biasa toh, saya terima tong anakku terima tong, dia suda
tulis nomor sekian aa seperti itu. tapi seperti itu bisa di kordinasikan kepada
ybs karena itu hanya pencatatan administrasi yang tidak boleh itu kalau
misalnya kita tulis orangnya berada di makssar baru dia ada di jakarta aa
nah itu toh banyak itu notaris dia tukis untuk keperluan akta ini berada di
makassar, padahal dia yang berada di jakarta, memberikan kasih tatidak
tu orang. itukan tidak boleh, karena ketika terjadi masalah besok
ka notaris bisa di katakan, kan biasa org bilang notaris itu apa yang

<an oleh penghafap ituji yang dia tulis, tapi kalau seperti ini
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notarisnya, ya notarisnya yang salah, dia kasih ttd di jkt baru dia tulis untuk
keperluan akta ini dia berada di mks, kalau bisa di buktikan kalau di waktu
dan hari yang sama itu ada di jakrta itu kan alibinya itu harus ada di jkt, ya
toh, berarti apa , berarti notarisnya menempatkan suatu keterangan yang
tidak benar dalam akta, seperti itu toh, kalau praktek mki itu kita dptmi smua

kalau inikan normatif ju dulu

kalau saya itu memang kita harus sesuai dengan uujn haruski sesuai untuk

urutannya itu haruski

kalau menurutta salahki itu akta?

Jawab: oo tidakji, tidak menjadi akta dibawah tanganii itu ia, hanya saja dia
yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan itu ketika dia apa
misalanya apa namanya ee kalau2 itu tidakji administrasiji itu tifakji ituji
kalau apanamanya ada itu pasal berapa namnya menjadi akta di bawah
tangan itu kalau kalau dia tidak sesuai kan, kn adaji itu dalam uu yang
terdegradi menjadi akta di bawah tangan ada tonji di sebut kalau

terdegradasi itu kalau anu tidakji

Jawab: Karna ada mpd itu yang memang tidak sesuai, dia harus itu sesuai

dengan uu tata urutannya, ada yang memperhatikan sekali itu

Jawab: Dulu saya itu kan 2004 2000apakh itu uujn 2004 di no 30 kemudian
uu perubahannya no 2 tahun berapa itu, nah memang itu ada urutannya itu,

urutannya pukul berapa jam berapa yakan tginya,
Menurutta harus sesuai pak?

1arus sesuai, tapi bukan berarti kalau tidak sesuai harus menjadi
Jawah tangan, tidakji, kan kita harus apa namanya hanya untuk

nnya di dalam reporotorium itu supaya tidak hanya apa namanya
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kita tulis pada pukul 10 trnyata di tnya jamberko ke notaris jam 3 jam 4 itu
tidak kan, tidak bgitu tidak anukan

Tapi kan pak ada biasa notaris yang jadikan style itu aktanya

Jawab: dulu saya juga bkin bgitu smpe saya di borongi sama mpd dulu ee
saya tulis di situ karna saya tulis di akhir akta itu sesuai dengan pasal sekin
uu ini bisa bkin style sndiri karna ee notaris berhak membuat akta perbaikan
terhadap salah ketik itu style sndiri, tidak perluji kenapa harus ada style2
sndiri kan adami di sampulnya notaris ini yang bkin. Tidak mutlak ji, kan
banyak org itu mau tongi di blg, tapi aii janmi pikir yang bgitu. Skrg itu bagai
mana kt melayani masayaarakat dengan baik ya toh bagimana kt bisa
memberikan suatu advice atau suatu pencerahan hukum, karna sejatinya
notaris juga itu konsultan hukum terhadap kliennya terkait dengan itu, jdi
jangan ada klien2 dtg tanyak2 ttg itu, banyakmi dia tnya2 baru kt blg ada

bayarannya itu ee karna rezeki sudah di atur dengan ee tidak akn tertukar
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Transkrip Wawancara Rossa Nur Islami dengan Notaris Fredrik Taka
Waron Pada Tanggal 17 Juli 2024

Pak sayakan menulis tentang tata cara penulisan dalam UUJN pasal
38 semisal dalam muatan kepla akta.

Jawab: ya kan di anu adami anunya toh kepala akta sama susunan ....

Bagaimana menuruta kalau dalam akta itu tidak sesuaiki formatnya

dalam uu dan yang notaris kerjakan...

Jawab: ya kalau dari dari kepala sampai awal akta sampai akhir aa kalau
secara format mungkin sesuaiji, cuman susunan sama itubahasa itu yang
beda, jadi kalau umpamanya judul akta, nomor, ada juga orang nomor baru
judul akta. Tapi itu sebagian dari awal toh trus sekarang kan itu masuk pukul
dulu baru hari tanggal baru notaris, notarisnnya juga itu kan macam
macamki ada hadir dihadapan saya, menghadap pada saya, ya itu tapi itu
biasa saya liat dari bahasa kebiasaan dari wakitau kita kuliah, kebiasaan
kuliah wakitau dulu, jadi wakitau jamanku orang sudah taumi, jadi kalau
bahasa bgini oo pasti alumni dari ini, kalau bahasa bgini org taumi o
alumninya ini. Karna wakitau itu dia mungkin hadir di hadapan saya,
menghadap kepada saya, habis itu masuk ke penghadap, penghadap juga
menyebutkan penghadap beda bedaki, tapi tetap sesuai uu bahwa
menyebutkan sesuai identitas toh, nama, tgl lahir, alamat yang lengkap,
pekerjaan, ee trus masuk di situkan beda?2 ki, adayang pemegang apa, kitap
apa, ada juga yang langsungju menyebutkan penempatan penempatan
anunya juga bisa beda2 alamat, tetapi sesuai tertera karna itu juga anu tidak

2 ' ‘entuan mengenai anukan, cuman data penghadap ji ada, cuman

i komparisi penghadap, kapasitas penghadap itukan beda?2 ki toh,
ahasa komparisinya tapi menyebutkan bahwa org mengerti bahwa

snya jelaski, trus yang para penghadap bagaimana kapasitasnya,
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diperkenalkan atau apakah itu bahasanya notaris, tpi kan biasa notaris para
penghadap saya notaris kenal, tpi itukan harus adaki itu tidak bisa hilang
itu, setelah sebelum masuk ke premis toh, sebelum masuk premis harus
dijelaskan bahwa para penghadap notaris kenal dijelaskan ki di atas atau
bagaimana haruski dijelaskan ke premis, premis itukan menjelaskan apa
yang kita mau buat wkatu kitau, smaa kapsitasnya meraka, jadi di premis
itu orang baca premis org sudah taumi bahwa ini yang kita buat akta ini
mereka apa yang mereka perbuat. Cuman rata2 kita kan cuman copy copy
pasteki, pasal 1 sudah taumi ini isinya, pasal 2, tapi itukan tidak, bukan
bakuki, bisa saja berubah pada saat terjadi kesepakatan karna isi itu kan

apa yang mereka maui itu masuk kesepakatan.

Berarti dalam perbedaan penulisan itu tidak jadi problem ji di’ pak?

Jawba: lyo cuman harus sesuai dengan ketentuan yang ada, begitu toh dari

awal akta, muatannya, sama penutup.

Cuman di penutup kan itu banyak yang aturan2 yang anu lgi kan, bukan uu
tapi yang tambhan, umpamanya ini ada peraturan pemerintah, ee mengenai
apa lagi yang mengenai ini kan mengenai ap itu, itukan bukan di uu,
mengenai lembaran jempol kan, tatidak tangan jempol, itukan ee tidak
masuk di uu tpi ada itu ya berarti kira harus jelaskan Igi di akta, supaya
terkaitki itu, supaya dia masuk di ee penutup akta ki, bahwa para
penghadap ee menatidaktangani akta ini para saksi dan penghadap juga
menatidaktangani menyertakan cap jempol kirinya yang disediakan kusus

untuk itu

Berarti tidak adaji permasalahan?

Tidak adaji cuman bahasa cuman memang harus tertataki toh,
u format awal akta. Semisal perbedaan penulisan itu di awal akta

ada juga noteris yang tidak menyerrtakan pukul. Kalau itukan yang

Optimized using
trial version
www.baleslo.com 110




dari jetentuan itu harus ada pukul toh, supaya kita tau bahwa itu

jamberapaki, tpi itukan peraturan menteri kemarin mengenai pukul

Jdi menurutta kalau di kepala akta ada notaris yang tidak menyertakan

pukul itu malah di akhir akta

Jawab: Nah itumi yang biasanya ada 2 (((verbal))) (((akta dan antelik
akta))), kalau akta yang normal biasa kita menyebutkan ki pukul selesai ttd
tapi kalau umpamanya kayak berita acara kita sebutkanki awalnya semisal
kita mulainya jamberapa terakhir disebutkan juga ee ditutupki toh
umpamanya berita acara rapat rups itukan pasti ada pukul mulai dan pukul
berahir kan, kalau yang umum dia tidak menyebutkan dan menyebutkan
pukul dibawah ya saya tidak taumi itu karna seharusnya ketentuannya tidak
bgituki, itu apakah biasa org dari wakitau sekolahnya atau ditempatnya
magang karena itu mempengarahui, memepengaruhi saat kuliah ataupun

magang aa dia ikuti itu

Jadi kalau pukulnya tidak adaki di kepala akta pak?harus dikepala

akta, berarti salahki aktanya pak?

Jawab: Ee iyo, cuman yang ada saya liat itu, tetap ada pukul, cuman ada
yang pukulnya dari awal pukul sekian trus masuk pda hari ini toh, ada juga

pada hari ini baru pukulnya dibawabhki. ..
Karna ada ini saya dpt akta toh pak tidak adaki jambya,,,

Jawab: Harus ada pukulnya. Itu akta tahun berapa itu? Karna itukan pukul
kan barupi ada si tahun 2012-2014an baru muncul pukul, sebelum2nya bim

muncul itu pukul..
Tahun 2016 pak? berarti kalau tahun 2016 munculmi..

vah' Cuman itu mungkin awal2nya, itu mungkin awalnya biasa banyak

sampai, atau jarangki ikut seminar2 atau perkumpulan ikatan
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Berarti kalau begitu aktanya bisa terdegradasi menjadi akta dibawah tnagan

pak?

Tidakji, tidak ji, kalau mengenai pukul tidak sampai yang terdegradasi, kalau
yang terdegrasi itu yang no aktanya tidak ada, judul, terus ee ttd para pihak
itu, itu yang dia aktanya bisa/bukan terdegradasi, akhirnya aktanya berlaku
dibawah tangan, jadi itu akta bukan di kesepaktan bukan jadi (akta tpi jadi

dibawah tangan)
Masalah pukul tidak adaji masalah pak?

Jawab: lya tidak adaji, tidak menjadikan terdegradasi dibawah tangan,

karna di situ menjelaskan anuji toh hadir di hadapan saya..
Berarti yang strukturnya terpenuhi dan penulisannya?

Jawab: lya yang penting itukan awal akta, ee trus isi, trus ada penutup sama
penghadap, ya itu kalau itu yang tidak ada itu yang jadi anuki, cuman itu

yang awal akta itu adakan yang pakai pukul ada yang tidak,
Berarti tidak masalhji pak?

Jawab: ee bukan tidak maslah tpi harusnya iya karna itu akta harus adaki,
jadi mungkin akta harus ada perbaikan, di sampaikan. Biasanya ituman
karna kita ini tiap tahun ada pemeriksaan, pada saat oemeriksaan majelis
itu kan, masih dikoreksi memangki, jadi apakah itu akitanya ituji sja atau
(semuanya)iyo, karna kn 2016 masih baru2nya atau bagaimana, karna itu

kalau pemeriksaan pasti awal akta dlu, pertama itu yang diperiksa.

Itu sjaa biasa majelis, beda?2 ki juga, ada biasa tidak mau di awal, pukul di
awal, ada juga yang biasa ya seleranya orang, cuman hrus menang ada
pukulnya, itukan pujulnya kalau aktanya berlaku tidak pakai pukul, selama

i awal sampai terakhir dia tidak pakai pukul, berarti wakitau di periksa,

sa tidak memperhatikanki, juga kan, harusnya wakitau pada saat

saan di sampaikanki,
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Berarti dna masalahji di pk? Berarti itu kesalahan yang bisaji di

perbaiki di pak?

Jawab: lya yang jelas itu penghsdap, wakitau, wakjtu itu maksudnya hari

tanggal kan

Kalau pemeriksaan dan kedapatan kesalan terus menerus apa

kknsekuensinya pak?

Jawab: Ya biasany itu smpe 3x, sanksi ada sanksi skor sampai sanksi
pemberhentian toh, dan itu sanski juga bertahapki tidak langsung juga, ada
sanksi dari pengawas daerah provisi sampai pusat, pusat yang
memutuskan, tpi anu bgitukan kita notaris harus tau, tidak bisa meki
membangkang karna kalau tulis pukul iyo karna kalau mengenai kebiasaan
anu ya itu tidak bisa, anu kan lain dia sudah tulis pukul cuman pukulnya
mungkin di bawah tanggalki kan ada org biasa, akta, nomor, pada hari inj,
kamis tanggal sekian baru pukul dibawah, ada juga org kan pukul dulu baru

hari tanggal toh, ya cuman tabalej

Jadi kalau masalah itunya tidak adaji masalah pak?

Jawab: lyo aa tidak adaji. Kalau 2004 itu tidak pakai pukul tidak maslaahiji
pak? Harusnya adami, ataukah notaris baruki atau apakah, itu harusnya
pada saat di periksa kan diliat anunya aktanya, aexara keseluruhan toh,
apakah ituji akta yang tidak pakai pukul atau semua aktanya tidak pakai
pukul, kalau semua aktanya tidak pakai pukul ya itu berarti salahki

notarisnya ada iya iya, itumi gunanya mejelis pengawas
Kalau 1 ji berarti keteledoranmi di pak?

nAah: Iyaiya

amisal salahki bgitu berarti perbaikanki lagi pak?

rdak bisami karna sudah keluarmi, iya sudah jadi inimi toh
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Berarti tidak terdegradasi menjadi akta di bawah tangan?

Jawab: lya tidak, itu jadi kalau masalah baru inikan, selama tidak jadu
masalah tidakji. Karna kan kalau tidak sempurna itu adaji ketentuan kalau
tidak sempurna ya itukan akta berlaku juga tidak jadi akta tpi dibawah
tanganki, tetap mengikat karna para pihak sepakat ki toh, cuman secara

ketentuan tidak bisa di katakan akta makanya berlaku dibawh tangan
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